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Abstrak  

Penelitian ini membahas dinamika ekonomi politik dalam penganggaran dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia 

selama periode 2014–2024 dengan menekankan bagaimana kepentingan politik memengaruhi kebijakan fiskal dan 

implementasi program sosial. Dalam rentang waktu tersebut, anggaran bansos mengalami peningkatan yang sangat 

signifikan, terutama pada masa pandemi COVID-19 serta menjelang Pemilu 2024, sehingga menimbulkan dugaan adanya 

political budget cycle ketika pemerintah meningkatkan belanja sosial untuk memperoleh dukungan elektoral. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur, penelitian ini membahas bagaimana penyusunan 

anggaran dan mekanisme penyaluran bansos sering kali tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat rentan, 

melainkan dipengaruhi oleh agenda politik jangka pendek yang berpotensi menggeser orientasi kebijakan sosial. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik tidak hanya memicu lonjakan anggaran pada tahun politik, tetapi juga 

menyebabkan berbagai distorsi seperti ketidaktepatan sasaran, pendataan yang tidak akurat, personalisasi bantuan, serta 

munculnya relasi patronase antara pemerintah dan penerima manfaat. Kondisi tersebut memberikan dampak negatif terhadap 

efektivitas program perlindungan sosial karena distribusi bantuan tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat rentan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola bansos melalui 

transparansi anggaran, perbaikan basis data, peningkatan kapasitas pengawasan, serta keterlibatan publik agar penyaluran 

bansos kembali berfungsi optimal dan bebas dari kepentingan elektoral yang dapat merugikan masyarakat. 

Kata kunci: Ekonomi Politik, Bantuan Sosial, Anggaran, Kesjahteraan, Kebijakan Publik 

1. Latar Belakang 

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal Indonesia yang berfungsi 

menjaga stabilitas sosial, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat rentan. 

Dalam dua dekade terakhir, terutama sejak reformasi perlindungan sosial pada 2010-an, pemerintah terus 

memperluas alokasi anggaran bansos untuk memperkuat jaring pengaman sosial. Namun demikian, peningkatan 

alokasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap kesejahteraan publik, tetapi juga menimbulkan 

perdebatan mengenai sejauh mana dinamika politik mempengaruhi proses perumusan dan penyaluran bantuan 

sosial. Perdebatan tersebut semakin mengemuka menjelang tahun politik, terutama ketika lonjakan anggaran sosial 

beririsan dengan agenda elektoral. 

Tren data anggaran menunjukkan bahwa sepanjang 2014–2024, belanja perlindungan sosial mengalami 

peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014, alokasi bantuan sosial tercatat sekitar Rp 91,8 triliun dan terus 

meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2019, realisasi bansos mencapai sekitar Rp 91,75 triliun, sementara 

pada masa pandemi COVID-19 jumlah tersebut melonjak drastis, di mana realisasi bansos tahun 2021 mencapai 

Rp 173,3 triliun sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Eskalasi anggaran ini masih 

berlanjut hingga 2024. Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 496,8 triliun pada 

2024, yang oleh banyak pengamat dipandang sebagai salah satu angka tertinggi selama satu dekade terakhir. 

Peningkatan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan kebutuhan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, tetapi juga 

dengan momentum pemilihan umum serentak 2024, sehingga memunculkan dugaan adanya politisasi dalam 

kebijakan bansos. 
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Fenomena ini sejalan dengan kerangka teori political budget cycle yang menjelaskan bahwa pemerintah cenderung 

meningkatkan belanja populis, termasuk bansos, menjelang pemilu untuk membangun dukungan elektoral. 

Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan pola serupa. Priyono dan Wagner (2018), melalui analisis terhadap 

ratusan daerah yang mengikuti pilkada serentak, menemukan bahwa belanja sosial dan hibah meningkat secara 

signifikan ketika petahana mencalonkan diri kembali. Sementara itu, Khoirunurrofik dan Rahmawati (2021) 

menegaskan bahwa lonjakan anggaran menjelang pemilu lebih kuat terjadi pada daerah yang lemah dalam 

konsistensi perencanaan anggaran, sehingga membuka ruang lebih luas bagi intervensi politik. Penelitian lain oleh 

Ghaniyar dan Qibthiyyah (2022) menunjukkan bahwa tahun politik tidak hanya memengaruhi struktur belanja 

sosial, tetapi juga berhubungan dengan meningkatnya kerugian daerah berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), sehingga menggambarkan adanya tekanan untuk menggeser alokasi belanja ke arah yang lebih 

menguntungkan aktor politik. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bansos Indonesia berada pada persimpangan antara kebutuhan untuk 

menjaga kesejahteraan sosial dan potensi manipulasi politik. Kenaikan anggaran hingga 2024 menunjukkan 

ekspansi fiskal yang besar, namun pada saat yang sama memunculkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut 

sepenuhnya berorientasi pada kemanfaatan publik atau turut dipengaruhi oleh motif elektoral. Ketika bansos yang 

seharusnya bersifat universal dan berbasis kebutuhan ikut terseret dalam kepentingan politik, maka risiko 

ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan anggaran, dan ketidakadilan sosial semakin besar. Oleh karena itu, 

penting untuk menganalisis dinamika ekonomi politik yang mempengaruhi proses penganggaran dan penyaluran 

bansos, serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan perkembangan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana kepentingan politik 

mempengaruhi alokasi anggaran dan penyaluran bansos di Indonesia dalam rentang 2014–2024, serta bagaimana 

politisasi tersebut berdampak pada efektivitas dan kesejahteraan penerima bantuan. Dengan memahami relasi 

antara kekuasaan politik, kebijakan fiskal, dan implementasi bantuan sosial, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola bansos 

agar tetap berpihak pada masyarakat rentan dan bebas dari distorsi politik. 

2. Kajian Teoritis 

2.1 Ekonomi Politik 

Ekonomi politik merupakan sekumpulan teori yang menelaah hubungan timbal balik antara proses politik dan 

aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ini, politik dan ekonomi dipandang saling memengaruhi dalam pengaturan 

alokasi sumber daya, pembagian pendapatan, serta upaya menjaga stabilitas dalam suatu sistem. (Purba et al., 

2024). 

Menurut Sugiyanto, ekonomi politik dapat dipahami sebagai kajian mengenai relasi-relasi sosial, terutama 

hubungan kekuasaan, yang saling memengaruhi proses produksi, distribusi, dan konsumsi berbagai sumber daya. 

Pendekatan ekonomi politik ditempatkan dalam kerangka paradigma kritis, yaitu perspektif teoretis yang tidak 

hanya berupaya menjelaskan realitas sosial, tetapi juga memiliki orientasi praktis untuk mendorong perubahan 

sosial. 

Ekonomi politik Keynesian muncul sebagai bentuk kritik terhadap pemikiran ekonomi klasik Adam Smith, yang 

meyakini bahwa mekanisme pasar bebas mampu secara otomatis menciptakan kesejahteraan bagi semua orang. 

Berlawanan dengan pandangan tersebut, Keynes menegaskan bahwa pasar tidak selalu dapat mencapai 

keseimbangannya sendiri dan justru rentan mengalami ketidakstabilan, terutama ketika perekonomian berada 

dalam kondisi resesi atau depresi. Yustika (2009). 

2.2 Bantuan Sosial  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Permendagri, 2011). Bantuan sosial merupakan 

bentuk dukungan yang diberikan secara tidak berkelanjutan dan bersifat selektif kepada masyarakat dalam wujud 

uang atau barang, dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, baik pemerintah 

daerah sebagai penyalur maupun masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagai penerima memiliki tanggung 

jawab untuk mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Menurut Pusat Penyuluhan Sosial (Tristanto, 2020), bantuan sosial merupakan bentuk dukungan berupa transfer 

dana maupun barang yang bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemerataan kesejahteraan serta 

memberikan perlindungan bagi rumah tangga ketika terjadi perubahan pendapatan. Program ini dirancang untuk 

memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk standar hidup layak, kecukupan gizi minimal, serta 

membantu keluarga dalam menghadapi berbagai risiko sosial maupun ekonomi. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada 

Kementerian/Lembaga, bantuan sosial merupakan pemberian dukungan kepada masyarakat dalam bentuk uang 

maupun barang yang bersifat tidak berkelanjutan dan diberikan secara selektif. Tujuan dari bantuan ini adalah 

untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

2.3 Anggaran  

Menurut, (Binilang et al., 2023). Anggaran, merupakan alat penting dalam pengendalian keuangan yang digunakan 

oleh berbagai jenis organisasi, baik yang berorientasi profit maupun nirlaba. Anggaran disusun melalui proses 

yang sistematis dan dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai moneter, yang menggambarkan seluruh rencana 

kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. 

Menurut Mardiasmo (2018:75), anggaran merupakan pernyataan mengenai rencana kinerja yang ingin dicapai 

dalam suatu periode tertentu dan disajikan dalam bentuk nilai finansial. Sementara itu, penganggaran adalah proses 

atau metode yang digunakan untuk merumuskan serta menyusun rencana anggaran tersebut. Halim dan Iqbal 

(2019) menjelaskan bahwa anggaran adalah suatu bentuk informasi atau pernyataan mengenai rencana maupun 

kebijakan keuangan yang disusun oleh organisasi atau perusahaan untuk periode tertentu. Anggaran tersebut berisi 

estimasi mengenai pendapatan dan belanja yang diproyeksikan akan terjadi selama jangka waktu tersebut. 

2.4 Kesejahteraan 

Menurut Midgley (2024), kesejahteraan adalah suatu kondisi ketika individu dan masyarakat mampu memenuhi 

kebutuhan dasar secara layak, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Midgley menegaskan bahwa 

kesejahteraan tidak hanya diukur dari capaian ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan warga untuk 

mengakses layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Dengan demikian, 

kesejahteraan merupakan hasil interaksi antara kebijakan negara, distribusi sumber daya, dan kemampuan 

masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. 

Menurut Azizah (2025), kesejahteraan adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan material dan non-material manusia 

yang dilihat melalui pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Dalam pandangannya, kesejahteraan modern tidak hanya menekankan peningkatan pendapatan, tetapi juga 

mencakup aspek moral, sosial, dan etika, sehingga pembangunan kesejahteraan harus memadukan pertumbuhan 

ekonomi dengan keadilan sosial. Pendekatan ini relevan diterapkan dalam konteks kebijakan sosial karena 

memberikan kerangka evaluasi kesejahteraan yang lebih komprehensif. 

2.5 Kebijakan Publik 

Menurut Dunn (2023), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan pemerintah yang disusun untuk merespon 

masalah-masalah publik melalui program, regulasi, dan alokasi sumber daya. Kebijakan publik, menurut Dunn, 

tidak berdiri secara teknokratis, tetapi merupakan hasil proses politik yang melibatkan aktor negara, birokrasi, dan 

kelompok kepentingan dalam mempengaruhi pilihan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik berfungsi 

sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan masyarakat melalui tindakan yang terencana. 

Menurut Trisnawati et al. (2025), kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang diarahkan untuk menciptakan 

public value melalui penyediaan manfaat sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa 

nilai dari kebijakan publik tidak hanya diukur dari sisi output seperti jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga 

dari legitimasi, dukungan masyarakat, dan kapasitas pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Pendekatan 

ini menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus menciptakan nilai sosial, diterima masyarakat, dan 

dioperasionalkan dengan baik. 

3. Metode Penelitian  
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam 

dinamika ekonomi politik dalam proses penganggaran dan penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Pendekatan ini 

dipilih karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara kontekstual, khususnya bagaimana 

kepentingan politik memengaruhi pengambilan keputusan terkait anggaran serta implikasinya terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah bereputasi yang memiliki kredibilitas 

akademik dan relevansi kuat dengan topik ekonomi politik anggaran dan bantuan sosial. Jurnal-jurnal tersebut 

mencakup artikel yang membahas dinamika politik dalam pengelolaan anggaran publik, efektivitas penyaluran 

bantuan sosial, serta pengaruh kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat. Proses pengumpulan data 

dilakukan melalui penelusuran jurnal ilmiah nasional yang fokus pada isu ekonomi politik, anggaran publik, 

perilaku politik dalam kebijakan sosial, serta implementasi bantuan sosial pemerintah. 

4. Hasil dan Diskusi 

4.1 Pola Kenaikan Anggaran Bansos 2014–2024 dan Indikasi Pengaruh Politik 

Peningkatan anggaran bantuan sosial selama 2014–2024 menunjukkan pola eskalasi yang tidak hanya 

menggambarkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan sosial, tetapi juga mengindikasikan sensitivitas 

fiskal terhadap dinamika politik nasional. Data dalam dokumen menunjukkan bahwa anggaran bansos naik dari 

sekitar Rp 91,8 triliun pada 2014 menjadi Rp 173,3 triliun pada 2021, dan melonjak drastis hingga Rp 496,8 triliun 

pada 2024, yang merupakan salah satu level tertinggi dalam satu dekade terakhir.  

Lonjakan yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial tidak berjalan secara linear 

berdasarkan kebutuhan sosial-ekonomi, tetapi mengikuti momen-momen tertentu yang secara regulatif maupun 

politis sangat strategis bagi pemerintah. Pola kenaikan anggaran tersebut memperlihatkan karakteristik political 

budget cycle, yakni kecenderungan pemerintah meningkatkan pengeluaran sosial menjelang kontestasi elektoral 

demi memperkuat legitimasi publik dan memperoleh dukungan pemilih. Analisis literatur pada file menegaskan 

bahwa dalam berbagai konteks pilkada maupun pemilu nasional, belanja sosial selalu meningkat ketika petahana 

mencalonkan diri kembali, sebagaimana ditemukan oleh Priyono & Wagner (2018), Khoirunurrofik & Rahmawati 

(2021), serta Ghaniyar & Qibthiyyah (2022)  

Temuan ini selaras dengan teori ekonomi politik yang memandang anggaran sebagai instrumen kekuasaan yang 

tidak netral, melainkan sarat motif untuk mempertahankan posisi politik. Kenaikan anggaran yang terjadi pada 

tahun politik 2024 menjadi contoh krusial bagaimana kebijakan fiskal dapat dimobilisasi sebagai alat populisme 

politik. Meskipun pemerintah dapat berargumen bahwa peningkatan tersebut berkaitan dengan pemulihan 

ekonomi pasca-pandemi, besarnya proporsi dan waktunya yang berdekatan dengan pemilu memperkuat dugaan 

bahwa kebijakan ini memiliki dimensi elektoral. Dari sudut pandang ekonomi politik kritis, fenomena ini 

menggambarkan relasi kuasa yang bekerja dalam instrumen fiskal, di mana pemerintah memanfaatkan belanja 

sosial untuk menciptakan citra responsif terhadap kesejahteraan publik sekaligus memengaruhi persepsi 

masyarakat terhadap kinerja dan kepedulian pemerintah. 

Secara implisit, pola ini menunjukkan adanya ketergantungan kebijakan pada kepentingan jangka pendek elite 

politik dibandingkan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Ketika anggaran bansos meningkat tajam hanya pada 

periode tertentu, efektivitas kebijakan menjadi tidak konsisten dan cenderung reaktif terhadap situasi politik. 

Selain itu, peningkatan yang berbasis pada agenda elektoral berpotensi menurunkan rasionalitas anggaran dan 

menggeser prioritas pembangunan yang seharusnya lebih merata. Dengan demikian, pola kenaikan anggaran 

2014–2024 tidak hanya menjadi gambaran fiskal, tetapi juga indikator kuat bagaimana politik dan kepentingan 

elektoral mengintervensi keputusan terkait bansos. 

Pola peningkatan anggaran bansos juga menunjukkan adanya perubahan orientasi fiskal yang semakin berpusat 

pada belanja-belanja yang bersifat langsung menyentuh masyarakat, yang secara politis lebih mudah dikapitalisasi 

oleh aktor-aktor pemerintahan. Hal ini sejalan dengan literatur ekonomi politik yang menganggap belanja sosial 

sebagai instrumen yang paling efektif untuk membangun persepsi positif terhadap pemerintah, terutama di 

kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Ketika anggaran bansos meningkat secara tajam, seperti pada 2021 

dan 2024, hal tersebut bukan hanya mencerminkan respons terhadap krisis atau kebutuhan sosial, tetapi juga 

strategi penguatan legitimasi dengan menampilkan negara sebagai aktor yang hadir dan peduli terhadap kehidupan 
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masyarakat rentan. Dengan kata lain, belanja bansos sering kali menjadi medium komunikasi politik dalam konteks 

hubungan antara negara dan warga. 

Tidak hanya pada tataran nasional, dinamika ini juga tercermin dalam publikasi penelitian yang menunjukkan 

bagaimana pemerintah daerah memodifikasi anggaran sosial menjelang pemilihan kepala daerah. Temuan yang 

dikompilasi dalam file menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat perencanaan anggaran yang lemah lebih rentan 

mengalami peningkatan belanja sosial yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melainkan pada motif 

politik lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bansos terjadi secara multi-level, baik di tingkat 

pusat maupun daerah, dan dipengaruhi oleh konteks elektoral yang berbeda-beda. Ketika kondisi ini berlangsung 

secara sistemik, maka anggaran bansos tidak lagi diposisikan sebagai instrumen perlindungan sosial yang strategis, 

tetapi sebagai bagian dari siklus kekuasaan yang berulang dan menormalisasi patronase politik  

Akibat dari pola tersebut adalah munculnya distorsi dalam proses pengambilan keputusan anggaran yang 

berpotensi melemahkan prinsip keadilan dan efektivitas kebijakan sosial. Kenaikan anggaran yang bersifat politis 

cenderung tidak disertai evaluasi mendalam terhadap dampak program, kelayakan target penerima, ataupun 

efektivitas mekanisme penyaluran. Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini menunjukkan bahwa 

pengeluaran sosial sering kali lebih mencerminkan strategi untuk mempertahankan kekuasaan daripada upaya 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, melihat tren kenaikan 

anggaran bansos dalam rentang 2014–2024, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia berada dalam 

ruang ketegangan antara upaya memenuhi hak dasar warga dan strategi kalkulatif untuk memengaruhi perilaku 

politik masyarakat menjelang pemilu. 

4.2 Dinamika Ekonomi Politik dalam Penganggaran Bansos 

Dalam perspektif ekonomi politik, proses penganggaran bantuan sosial tidak pernah berdiri secara steril dari 

pengaruh kekuasaan. Literatur dalam file menegaskan bahwa anggaran merupakan arena perebutan kepentingan 

antara aktor negara, elite politik, dan kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh relasi kuasa serta struktur sosial 

yang membentuk proses pengambilan keputusan. Pendekatan ekonomi politik kritis menyatakan bahwa keputusan 

fiskal bukan sekadar pilihan teknokratis, melainkan representasi dari konfigurasi kepentingan yang sedang 

dominan. Oleh karena itu, dinamika dalam penyusunan anggaran bansos harus dipahami sebagai bagian dari 

mekanisme politik yang menentukan siapa yang mendapatkan manfaat, siapa yang dikorbankan, dan bagaimana 

negara membangun legitimasi melalui distribusi sumber daya. 

Keterlibatan kepentingan politik dalam alokasi bansos terlihat melalui bagaimana pemerintah memprioritaskan 

belanja sosial pada momen-momen tertentu, terutama mendekati tahun politik. Dalam literatur file, Purba et al. 

(2024) menekankan bahwa politik dan ekonomi saling memengaruhi dalam menentukan distribusi sumber daya, 

termasuk dalam kebijakan sosial. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pemerintah sering memanfaatkan 

anggaran bansos sebagai instrumen strategis untuk mempertahankan dukungan publik. Konsep political budget 

cycle menjelaskan bahwa belanja populis seperti bansos ideal untuk menampilkan citra keberpihakan negara 

kepada kelompok rentan, sehingga mendorong peningkatan elektabilitas bagi aktor atau partai yang sedang 

berkuasa. 

Di sisi lain, intervensi politik turut memengaruhi proses teknis perencanaan anggaran. Ketika motif elektoral 

memasuki ruang penganggaran, penyusunan anggaran tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan 

sosial, tetapi ikut disesuaikan dengan strategi kampanye atau kepentingan pencitraan pemerintah. Penelitian 

Khoirunurrofik dan Rahmawati (2021) yang dikutip dalam file menunjukkan bahwa daerah dengan perencanaan 

anggaran yang kurang disiplin lebih mudah mengalami distorsi politik, karena celah pengawasannya lebih besar 

dan struktur institusinya lebih lemah. Hal ini menjadi bukti bahwa proses penganggaran bansos rentan terhadap 

manipulasi di berbagai tingkat pemerintahan, terutama ketika sistem tata kelolanya belum sepenuhnya kuat. 

Dominasi motif politik dalam penganggaran bansos menciptakan kondisi di mana mekanisme distribusi sumber 

daya menjadi tidak sepenuhnya berbasis pada prinsip keadilan dan kebutuhan objektif masyarakat. Yustika (2009), 

sebagaimana dirujuk dalam file, menjelaskan bahwa tanpa intervensi negara yang rasional dan adil, kebijakan 

ekonomi akan dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan. 

Dalam konteks bansos, ini berarti mereka yang memiliki kedekatan dengan elite politik atau berada dalam jaringan 

patronase memiliki potensi mendapatkan prioritas dalam implementasi program, sehingga mengikis prinsip 
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universalitas dan keadilan sosial. Relasi kuasa semacam ini menjadikan anggaran bansos bukan sekadar instrumen 

perlindungan sosial, tetapi juga alat reproduksi kekuatan politik. 

Dinamika ekonomi politik seperti ini menunjukkan bahwa penganggaran bansos berada dalam ketegangan 

permanen antara idealisme perlindungan sosial dan pragmatisme politik. Ketika aktor politik melihat bansos 

sebagai aset strategis, terjadi kecenderungan untuk mengalokasikan anggaran secara berlebihan atau tidak tepat 

sasaran demi mencapai tujuan elektoral. Kondisi ini dapat menimbulkan inefisiensi anggaran dan melemahkan 

fungsi bansos sebagai jaring pengaman yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan. 

Dengan demikian, memahami dinamika ekonomi politik dalam penganggaran bansos menjadi krusial untuk 

menilai sejauh mana kebijakan sosial benar-benar berpihak pada kepentingan publik atau justru terkooptasi oleh 

kepentingan politik yang lebih sempit. 

4.3 Praktik Politisasi dalam Penyaluran Bansos 

Praktik politisasi dalam penyaluran bantuan sosial tampak melalui berbagai indikasi bahwa distribusi bansos sering 

tidak dijalankan secara murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi dipengaruhi kepentingan aktor politik 

yang sedang berkuasa. Meskipun regulasi seperti Permendagri No. 32/2011 dan PMK 254/2015 telah menegaskan 

bahwa bantuan sosial harus bersifat selektif, tidak berkelanjutan, dan diberikan secara objektif, implementasi di 

lapangan menunjukkan kecenderungan penyimpangan akibat intervensi politik lokal maupun nasional . Distorsi 

ini muncul karena bansos merupakan instrumen yang sangat mudah digunakan sebagai medium politik elektoral, 

terutama untuk memperkuat kedekatan antara politisi dan penerima bantuan. 

Politisasi penyaluran bansos terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk personalisasi bantuan dengan simbol-

simbol politik, penggunaan bansos sebagai ajang pencitraan, serta pendistribusian yang diprioritaskan kepada 

kelompok masyarakat yang memiliki afiliasi politik tertentu. Literatur yang dirangkum dalam file menunjukkan 

bahwa menjelang pemilu, intensitas penyaluran bantuan sering meningkat, disertai upaya sistematis untuk 

memperkuat identitas politik penguasa di benak masyarakat. Praktik ini memperlihatkan bagaimana bansos tidak 

hanya diposisikan sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi juga sebagai alat komunikasi politik yang dapat 

dimanfaatkan untuk membangun loyalitas pemilih dalam jangka pendek. 

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa meningkatnya politisasi penyaluran bantuan sosial kerap diiringi 

dengan ketidaktepatan sasaran penerima. Ketika aktor politik terlibat dalam proses pendataan atau distribusi, 

keputusan tentang siapa yang menerima bantuan sering kali tidak lagi didasarkan pada indikator kemiskinan atau 

kerentanan, tetapi pada pertimbangan kedekatan sosial dan politik. Hal ini konsisten dengan temuan Ghaniyar & 

Qibthiyyah (2022), yang menunjukkan bahwa pada tahun-tahun politik terjadi peningkatan kerugian daerah akibat 

pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel, mengindikasikan adanya penyimpangan dalam implementasi program 

sosial. Ketidaktepatan sasaran tersebut bukan hanya menurunkan efektivitas bansos, tetapi juga memperburuk 

ketidakadilan dalam masyarakat. 

Selain menimbulkan ketidaktepatan sasaran, politisasi bansos juga menghasilkan relasi patronase antara 

pemerintah dan masyarakat yang menerima bantuan. Ketika bansos dipaketkan bersama agenda elektoral, 

penerima cenderung merasa terikat secara politis atau berutang budi kepada pihak yang dianggap memberikan 

bantuan tersebut. Praktik patronase ini berpotensi memperlemah kemandirian politik masyarakat dan menghambat 

perkembangan demokrasi yang sehat. Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini menunjukkan bahwa 

distribusi bansos digunakan untuk memelihara struktur kekuasaan, bukan untuk memberdayakan masyarakat 

secara substantif. Dengan demikian, praktik politisasi penyaluran bansos tidak hanya mengganggu efektivitas 

program sosial, tetapi juga mempengaruhi dinamika relasi negara-warga dan kualitas demokrasi. 

Pada akhirnya, politisasi penyaluran bansos menciptakan situasi di mana program sosial yang seharusnya berfungsi 

sebagai instrumen perlindungan dan pemerataan kesejahteraan justru menjadi arena reproduksi kepentingan 

politik. Distorsi distribusi, ketidaktepatan sasaran, hingga patronase politik menggambarkan bahwa penyaluran 

bansos tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan kebutuhan publik. Fenomena ini mempertegas 

pentingnya reformasi tata kelola distribusi bansos, terutama dalam memperkuat transparansi, mekanisme 

pendataan, dan pengawasan publik untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar kembali pada fungsi 

dasarnya: menjamin kesejahteraan masyarakat rentan, bukan kepentingan elektoral elite politik. 
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5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil keseluruhan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan bantuan sosial di Indonesia 

selama 2014–2024 berada pada persimpangan antara kebutuhan perlindungan sosial dan kepentingan politik 

jangka pendek. Kenaikan anggaran yang sangat signifikan, terutama menjelang pemilu 2024, menunjukkan 

indikasi kuat adanya political budget cycle yang memengaruhi proses penganggaran dan distribusi bansos. 

Intervensi politik ini tidak hanya berdampak pada lonjakan belanja sosial, tetapi juga menimbulkan persoalan 

ketidaktepatan sasaran, potensi penyalahgunaan anggaran, serta praktik patronase yang melemahkan tujuan utama 

program, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas 

bansos sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan fiskal dapat dijalankan secara akuntabel, transparan, serta 

bebas dari distorsi politik. 
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